SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 173/SEK/SK/1/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN PENGADILAN TINGKAT
PERTAMA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ;. bahwa untuk memberikan informasi
kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang Berada di Bawahnya dalam
pencapaian tujuan dan sasaran strategis
perlu disusun Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding
dan Pengadilan Tingkat Pertama di

Lingkungan Mahkamah Agung Republik

Indonesia;
b. bahwa Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 933 /SEK/OT.01.3/10/2017

tentang Reviu Indikator Kinerja Utama
(IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan  Tingkat  Pertama  perlu
dilakukan perubahan;

G- bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
hurf b perlu menetapkan Keputusan
Sckretaris  Mahkamah Agung tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)



Mengingat

o =

Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3316)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 (Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4958);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3327)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5077);
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5079);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1989
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 3400)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5078);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3713);
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;
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Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 14 tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532)
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 916);

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/
S5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah;



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

-5-

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING
DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI
LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat
Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di
Lingkungan = Mahkamah  Agung Republik
Indonesia digunakan sebagai dasar untuk
menyusun Rencana Kerja, Rencana Kerja dan
Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan
evaluasi capaian kinerja sesuai dengan dokumen
Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tahun 2020-2024.

Menetapkan dan memberlakukan Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

uﬂ»f
HASBI HASAN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

ol
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Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;

Para Ketua Kamar Mahkamah Agung;

Para Pejabat Eselon I dan Eselon II pada Mahkamah Agung;
Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh
Indonesia;

Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh
Indonesia.



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN TINGKAT BANDING LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
1. | Terwujudnya a. Persentase perkara Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu
Peradilan yang yang diselesaikan tepat Jumlah Perkara yang diselesaikan x 100%
Pasti, Transparan waktu.
dan Akuntabel. Catatan :
* SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4
(Empat) Lingkungan Peradilan.
e Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4 /2021 Tanggal 28 April Laporan
2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Bulanan
Perkara. Panitera dan
* Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka Laporan
waktu penyelesaian pada SIPP. Tahunan
* Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2
Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.
* Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua)
bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak
Pidana Korupsi.
¢ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
b. Persentase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
yang Tidak ]umlatherkara yaigjdiseles[;i}{an x 100% Laporan
Mengajukan Upaya . Bulanan
Hukum Kasasi. Panitera dan
Catatan : Laporan
¢ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah Tahunan

jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi
dari upaya hukum banding.




SASARAN

INDIKATOR KINERJA

NO PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
¢ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
Index persepsi
stakeholder yang puas Index Persepsi Kepuasan stakeholder Lo
terhac_lap layanan — 5 Bereaters
peradilan. Catatan : e n, Bulanan
e PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Sekretaris dan
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tahunan
* Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus >
80.
2. Peningkatan Persentase salinan Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Tepat Waktu 1000
Efektivitas putusan yang dikirim Jumlah keseluruhan yang dikirim D%
Pengelolaan ke pengadilan pengaju La;l)oran
Penyelesaian Byt g _ Bulanan
Paglesre p ' Panitera dan
Laporan
Catatan : Tahunan

Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021
Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.




REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGKAT BANDING LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
1. Terwu;]udnya B Persen.tase pgrkara Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu
Peradilan yang yang diselesaikan Jumlah Perkars yang diselesaikan x 100%
Pasti, Transparan tepat waktu.
dan Akuntabel. Gk s
e SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Laporan
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Bulanan
(empat) Lingkungan Peradilan. Panitera dan
* Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka Laporan
waktu penyelesaian pada SIPP. Tahunan
¢ Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2
Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.
e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
b. Persentase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi g
yang Tidak Jumlah Perkara yang diselesaikan x 100%
Mengajukan Upaya Laporan
Hukum Kasasi. Bt » o T ——
* Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah Panitera dan
jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi Laporan
dari upaya hukum banding. Tahunan

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.

Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.




SASARAN INDIKATOR KINERJA PEN N E
NO N OR KINERJ PENJELASAN ANGGUNG | SUMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
Index persepsi
stakeholder yang puas Index Persepsi Kepuasan stakeholder
terhadap layanan Laporan
. 3 €
peradilan. Catatan : Panitera dan | > gl elstera
e PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Sekretaris My SRR
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. dan
 Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > Tahunan
80.
* Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.
2. Peningkatan Persentase salinan Jumlah salinan putusan yang dikirim Tepat Waktu x 100%
Efektivitas putusan yang dikirim Jumlah putusan yang dikirim .
genge}olagn ke pengadilan pengaju Laporan
enyelesaian tepat waktu. Bulanan
Perkara. Catatan : :
. o : : Panitera dan
* Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan
G : . , Laporan
putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan
Tahunan

ketentuan.

Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding
yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.




REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGKAT BANDING LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
1. Terwu_Judnya a. Persen.tase pe.rkara Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu
Peradilan yang yang diselesaikan Tumlah Perkara yang diselesaikan x 100%
Pasti, Transparan tepat waktu.
dan Akuntabel. Eataba s
* SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Laporan
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Bulanan
(empat) Lingkungan Peradilan. Panitera dan
* Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka Laporan
waktu penyelesaian pada SIPP. Tahunan
* Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2
Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.
* Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
b. Persentase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 1009
yang Tidak Jumlah Perkara yang diselesaikan % 100%
Mengajukan Upaya Laporan
Hukum Kasasi. Gnatasn 3 Bulanan
e Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah Panitera dan
jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi Laporan
dari upaya hukum banding. Tahunan

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.

Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.




SASARAN

INDIKAT KINE PENANGGUNG | SUMBE
NO e S PENJELASAN 5
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
Index persepsi
stakeholder yang puas Index Persepsi Kepuasan stakeholder
terhadap layanan Laporan
peradilan. Catatan: Panitera dan Segl BIStera
¢ PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Sekretaris 1, Sulanan
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. dan
¢ Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > Tahunan
80.
* Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.
2. Penin.gl_{atan Persentase salinan Jumlah salinan putusan yang dikirim Tepat Waktu < 100%
Efektivitas putusan yang dikirim Jumlah putusan yang dikirim ’
g enge}olaa‘m kepada para
Pz?g:rzsman pihak/pengadilan Gtk Laporan
. . atatan :
pengaju tepat waktu. * SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan . Bulanan
o Panitera dan
utusan "
¢ Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan aporarn
Tahunan

putusan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju sesuai dengan
ketentuan.

Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan.




REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGKAT BANDING LINGKUNGAN PERADILAN MILITER UTAMA

SASARAN INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO o " PENJELASAN o
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
1. Terwuqudnya - Persenfnase pe:rkara Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu o
Pera_dllan yang yang diselesaikan Tumnlah Perkara yang diselosallan x 100%
Pasti, Transparan tepat waktu.
dan Akuntabel. Catatan :
* SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4
. : Laporan
(empat) Lingkungan Peradilan.
. , . - Bulanan
¢ Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka ;
. Panitera dan
waktu penyelesaian pada SIPP. B
* Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang T al‘If e
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 LR
Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.
¢ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara vang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
e Perkara = Pidana/Kejahatan
* Pengadilan Militer Utama merupakan Pengadilan Tingkat Banding (untuk
Mayor ke atas)
b. Persenj[ase pgrkara Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu o
yang dlselesalkan Jumlah Perkara yang diselesaikan x100%
tepat waktu. Laporan
Catatan : Panitera Bulanan
e SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian dan
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Laporan
(empat) Lingkungan Peradilan. Tahunan

Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka
waktu penyelesaian pada SIPP.




NO SK!Ilggll:JAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER
A UTAMA JAWAB DATA
¢ Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2
Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 5 (lima) bulan.
* Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
* Perkara = Perkara Perbedaan Pendapat antara Oditur Militer dan Papera
(Perwira Penyerah Perkara)
* Perkara Perbedaan Pendapat bersifat mengikat dan tidak ada upaya
hukum.
c. Persentase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi d
yang Tidak Jumlah Perkara yang diselesaikan x 100%
Mengajukan Upaya Laporan
Hukum Kasasi. Catatan : | | | Panitera Bulanan
* Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah dan
jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi Laporan
dari upaya hukum banding. Tahunan
* Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
e Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.
d. Index persepsi
stakeholder yang puas Index Persepsi Kepuasan stakeholder
terhadap layanan Laporan
peradilan. Catatan : Panitera dan | Scestera
e PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Sekretaris n, Bulanan
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. dan
¢ Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > Tahunan

80.

* Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.




SAS INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO AN i PENJELASAN
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
2. Peniqgl_iatan Persentase salinan Jumlah salinan putusan yang dikirim Tepat Waktu X 100%
Efektivitas putusan yang dikirim Jumlah putusan yang dikirim ’
Pengelolaan tepat waktu.
Penyelesaian
Perkara. Catatan :
* SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Laporan
Putusan. Bulanan
* Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan Panitera dan
putusan yang dikirim ke PAPERA dan Orjen TNI/ pengadilan pengaju sesuai Laporan
dengan ketentuan. Tahunan
e Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan.
* Papera = Perwira Penyerah Perkara.
e Orjen TNI = Oditur Jenderal TNI.
3. | Meningkatnya Persentase perkara
Akses Peradilan yang diselesaikan di Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan "
bagi Masyarakat luar gedung Jumlah perkara yang dia jukan /dirensidkan di luar gedung pengadilan x 100%
Miskin dan pengadilan
Terpinggirkan & ' Catatan : Laporan
e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi ) Bucliana_n
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Panitera =
e Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang Laporan
telah diputus diluar gedung pengadilan dalam rangka percepatan Tahunan

penyelesaian perkara.

Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk
disidangkan (dirensidkan).




REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGKAT BANDING LINGKUNGAN PERADILAN MILITER TINGGI

SASARAN INDIKATOR KINERJA PEN. N E
NO - PENJELASAN DNaGEEN | BUMEER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
1. Terwu.Judnya B Persenjtase petrkara Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu .
Pergdﬂan yang yang diselesaikan Jumlah Perkara yang diselesatkan x 100%
Pasti, Transparan tepat waktu.
dan Akuntabel. Cotatan s
¢ SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4
(empat) Lingkungan Peradilan. p
: . . . Bulanan
* Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka :
: Panitera dan
waktu penyelesaian pada SIPP. L
* Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang T 31113 e
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 SRR
Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.
* Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yvang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
* Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas.
* Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan Tk Banding (untuk
Kapten kebawah).
b. Persen'tase pe.rkara Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu B
yang diselesaikan Jumlah Perkara yang diselesaikan x100%
tepat waktu. Laporan
; , Bulanan
Catatan : _ Panitera P
¢ SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian an
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Laporan
(empat) Lingkungan Peradilan. Tahunan

Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka
waktu penyelesaian pada SIPP.
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NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
* Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2
Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding sebagai Pengadilan Tk Pertama
paling lambat 5 (lima) bulan.
* Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
¢ Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas
e Pengadilan Militer Tinggi merupakan Pengadilan Tk Pertama (untuk
Mayor keatas).
c. Persentase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 100%
yang Tidak Jumlah Perkara yang diselesaikan % 200
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi. Ckkain & Laporan
. . Bulanan
° Jumlah perkara yang tid'ak mengajqkan upaya hukum kasasi adalah o ] Ham
jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi
dari upaya hukum banding. Laporan
* Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan Tahunan
diminutasi pada tahun berjalan.
¢ Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi.
¢ Termasuk putusan yang dinyatakan bebas tetapi oditur militer
menyampaikan upaya hukum kasasi.
d. Persentase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 0
yang Tidak Jumlah Perkara yang diselesaikan x 100%
Mengajukan Upaya
Hukum Banding. c Laporan
atatan : _ Bulanan
¢ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Panitera dan
jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum
banding. Laporan
* Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan Tahunan

diminutasi pada tahun berjalan.

Upaya hukum banding dinyatakan mulai adanya akta pernyataan
banding.
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SASARAN INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO PENJELASAN i
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
Index persepsi
stakeholder yang puas Index Persepsi Kepuasan stakeholder
terhadap layanan Laporan
peradilan. Catatan : Panitera dan Se};n elstera
¢ PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Sekretaris 1, Blllanan
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. dan
* Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > Tahunan
80.
* Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.
2. Penlnlgl.(atan Persentase salinan Jumlah salinan putusan yang dikirim Tepat Waktu x 100%
Efektivitas putusan yang dikirim Jumlah putusan yang dikirim ’
Pengelolaan tepat waktu.
Penyelesaian
Perkara. Catatan :
e SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Laporan
Putusan. Bulanan
e Jumlah salinan pgtgsan yang dikilrim tepat waktu adalah jumlah salipan Panitera dan
putusan yang dikirim ke Odmilti, Papera, Ankum dan PM /Pengadilan Laporan
pengaju sesuai dengan k-et.entuan. ' ' Tahunan
* Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan.
e Odmilti : Oditur Militer Tinggi.
* Papera : Perwira Penyerah Perkara.
* Ankum : Atasan yang berhak menghukum.
e PM : Polisi Militer.
3. | Meningkatnya Persentase perkara
AkS.eS Peradllan yang diselesajkan dl Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan x 100% Laporan
bagl Masyarakat luar gedu:ng Jumlah perkara yang diajukan /dirensidkan diluar gedung pengadilan 9 Bulanan
Miskin dan engadilan Panitera dan
Terpinggirkan peng ' Catatan - Laporan
" Tahunan

e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
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Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang
telah diputus diluar gedung pengadilan dalam rangka percepatan
penyelesaian perkara.

Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk
disidangkan (dirensidkan).
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REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
L. ’I‘erwu_Judnya a. Persen.tase pe_rkara Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu
Peradilan yang yang diselesaikan tepat Jumlah Perkara yang diselesaikan x 100%
Pasti, Transparan waktu.
dan Akuntabel. Catatan :
* SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4
(Empat) Lingkungan Peradilan.
e Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4 /2021 Tanggal 28 April Laporan
2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Bulanan
Perkara. Panitera dan
* Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka Laporan
waktu penyelesaian pada SIPP. Tahunan
* Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2
Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
* Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua)
bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak
Pidana Korupsi.
¢ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
b.Jumlah putusan yang Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif 1009
menggunakan Perkara yang diajukan untuk restoratif x 100% ]IB,aII)oran
' ulanan
pendekgtan keadilan b » Parfiters, .
restoratif. . .
e SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor Laporan
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Tahunan

Justice di Lingkungan Peradilan Umum.




NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
e Jumlah perkara yang diselesaiakan dengan restoraktif adalah
perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekata restoratif
dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal
melalui rehabilitasi.
e Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara
narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.
c. Persentase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 100%
yang Tidak Jumlah Perkara yang diselesaikan X 9
i Laporan
Mengajukan Upaya
Hukum Banding . Bulanzm
Catatan : Panitera dan
* Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Laporan
jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum Tahunan
banding.
e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
d. Persentase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
yang Tidak Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan x100%
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi Catatan : .
* Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah Panitera
jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi.
e Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya
hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni,
perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.
e. Persentase perkara Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil x100% ii?
anak yang Jumlah Perkara diversi apolan
diselesaikan dengan _ Bulanan
Biversl Catatan: Panitera dan
e Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di Laporan
tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil Tahunan

melalui penetapan diversi berhasil.




ASARA INDIKATOR KINERJA PENAN N SUM
NO SAS. N N OR KINERJ PENJELASAN GGUNG UMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
¢ Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan
diversi.
* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
f. Index persepsi pencari
keadilan yang puas Index Kepuasan Pencari Keadilan
terhadap layanan Laporan
peradilan. Gt _ Semestera
* PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Panitera n, Bulanan
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. dan
* Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus = Tahunan
80.
2. Peningkatan a. Persentase salinan Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim Tepat Waktu % 100%
Efektivitas putusan yang Jumlah putusan keseluruhan-yang di-minutasi/dikirim ’
gengeiolagn disampaikan ke para
e€nyelesaian .
ihak tepat waktu.
Perkara. P P
Catatan : Laporan
* Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. Bulanan
e SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Panitera dan
Putusan. . . . o Laporan
¢ Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan Tahunan

e Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4 /2021 Tanggal 28 April
2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan
Perkara.

* Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah
jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan
penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan
berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara




NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah
ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
* Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada
tahun berjalan.
b. Persentase perkara Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil x 100%

yang diselesaikan Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi ’

melalui mediasi. Catatan -

* PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

* Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang Panitera Laporan
dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta Tahunan
perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yvang tidak dapat dilaksanakan
yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa
Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.

* Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan
yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.

3. Menlngkatnya a. Persentase perkara Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan x 100%
Akses Peradilan prodeo yang Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 0
bagi Masyarakat diselesaikan. Laporan
MlSk,ln d:an Catatan : Bulanan
Terpinggirkan. * PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Panitera dan
Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Laporan
* Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tahunan
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
adalah pembebasan biaya perkara
* Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo
b. Persentase perkara Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
yang diselesaikan Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan X T00% Laporan
diluar gedung Catatan : _ Bulanan
pengadilan. ¢ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Panitera dan
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Laporan
* Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Tahunan

Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)




NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
c. Persentase pencari
keadilan gOIOHgan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x 100%
mendapat layanan Jumlah permohonan layanan hukum Laporan
bantuan hukum Bull)anan
(Posbakum). Catatan : Pasiltera i
* PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Laporan
¢ Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak Tahunan
mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi
konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
* Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada
register Posbakum
4, Meningkatnya Persentase putusan . . .
Kepatuhan perkara perdata yang Ll el;if::l‘g ’;ae'fnts;i}:ilzizﬁﬂ“anaka“ X 100%
Terhadap Putusan | ditindaklanjuti
Pengadilan. (dieksekusi).
Catatan :
® Jumlah ekeskusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanan Laporan
eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan Bulanan
i Panitera dan
* Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang
diajukan pihak ditahun berjalan. Laporan
e BHT : Berkekuatan Hukum Tetap Tahunan

* Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat
dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan
eksekusi

¢ Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah
permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita
eksekusi, lelang dan pengosongan.




REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IYAH

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
1. Terwu:]udnya B Persentase pgrkara Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu
Peradilan yang yang diselesaikan Jumlah Perkara yang diselesaikan x 100%
Pasti, Transparan tepat waktu.
dan Akuntabel. Catitan i
¢ SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian L
. ) . : . aporan
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Biilaian
(Empat) Lingkungan Peradilan. ;
. . : " Panitera dan
* Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka Laporan
waktu penyelesaian pada SIPP.
* Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang Tahunan
diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun
sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor
2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
b. Persentase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 100%
yang Tidak Jumlah Perkara yang diselesaikan X 0 Laporan
Mengajukan Upaya Bulanan
Hukum Banding. Coaban : Panitera dan
* Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Laporan
jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding. Tahunan

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.




SASARAN INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG UMBER
NO PENJELASAN Sium
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
C. Persen?:ase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi o
yang Tidak Jumlah Perkara yang diselesaikan x 100%
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi. .
Catatan : Panitera
* Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah
(perkara voluntair yang diputus dan dimunutasi tahun berjalan) jumlah
perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi.
e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair.
d. Persentase perkara Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara dengan Diversi 100% Laporan
anak yang Jumlah Perkara Pidana Anak yang memenuhi syarat diversi Bulanan
d1.seleslalkan dengan Poriitaps didi
Diversi. Catatan: Laporan
Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun Tabiviiat
berjalan yang diajukan secara diversi.
e. Index persepsi pencari
keadilan yang puas Index Kepuasan Pencari Keadilan L
aporan
terhadap layanan Bernemtere:
peradilan. Catatan : Panitera n, Bulanan
* PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey dan
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tahunan
* Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus =
80.
2. Peningkatan a. Persentase salinan Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu % 100%
Efektivitas putusan yang Jumlah putusan . L
. ‘ aporan
Pengelolaa}n disampaikan ke para Buli)an an
Penyelesaian ihak tepat waktu :
Perlesits, p . CEREE X Panitera dan
e SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Laporan
Putusan. Tahunan

e Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian
salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara
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perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana
pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama
14 (empat belas) hari.

* Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada
tahun berjalan.

b. Persentase perkara
yang diselesaikan
melalui mediasi.

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

d x 100%
Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi

Catatan :

¢ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

* Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi
yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan
akta perdamaian.

* Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan
yang masuk pada tahun berjalan.

¢ Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya
(meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil
sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.

Panitera

Laporan
Tahunan

Meningkatnya
Akses Peradilan
bagi Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan.

a. Persentase perkara
prodeo yang
diselesaikan.

Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan x 100%
Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo

Catatan :

e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

* Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
adalah pembebasan biaya perkara.

e DPerkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang
diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses
penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.

* Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak
perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.

Panitera

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan

b. Persentase perkara
yang diselesaikan

Jumlah Perkara yg Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

x100%

Panitera

Laporan
Bulanan




SASARAN INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO -y PENJELASAN Al i
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
diluar gedung Catatan : dan
pengadilan. ¢ PERMA Nomf)r 1 Tahun 2.014 Ped'oman Pemberian Layanan Hukum Bagi Laporan
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Taburzr
e Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung
Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).
* Bagi satker yang tidak ada sidang di luar gedung pengadilan tidak perlu
mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.
Persentase pencari
keadilan golongan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x 100%
mendapat layanan Jumlah permohonan layanan hukum
bantuan hukum
(Posbakum). Catatan :
¢ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Laporan
bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Bulanan
* Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak Panitera dan
mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi Laporan
konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Tahunan
e Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada
register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan
hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum)
e Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat
surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara.
* Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan
dalam IKU nya pengadilan.
4. Meningkatnya Persentase putusan
Kepatuhan erkara perdata van Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 0
p p. . P - yang Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi ¥ 1005 Laporan
Terhadap Putusan | ditindaklanjuti Hiilanan
Pengadilan. (dieksekusi). it Banilters, i
e BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. Laporan
e Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang Tahunan

dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak
diajukan permohonan eksekusi.




REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG | SUMBER
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
1. Terwujudnya a. Persentase perkara Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu
Peradilan yang yang diselesaikan Jumlah Perkara yang diselesaikan x 100%
Pasti, Transparan tepat waktu.
dan Akuntabel. Gt
* SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Laporan
(Empat) Lingkungan Peradilan. Bulanan
¢ Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka Panitera dan
waktu penyelesaian pada SIPP. Laporan
* Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang Tahunan
diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos
dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2
Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
* Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan
perlawanan pada tahun berjalan.
b. Persentase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi 0
yang Tidak Jumlah Perkara yang diselesaikan x 100% I:
Mengajukan Upaya Baporan
. ulanan
Hukum Banding dan ;
: Catatan : Panitera dan
Kasasi. * Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan Laporan
kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya Tahunan

hukum banding dan kasasi.

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan.
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SASARAN INDIKATOR KIN A PENANGGUNG | SUMBER
NO ! i PENJELASAN
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
c. Index persepsi pencari
keadilan yang puas Index Kepuasan Pencari Keadilan B
pPo
terhadap layanan Seinadtain
peradilan. Catatan : Panitera n, Bulanan
* PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey dan
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tahunan
* Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus 2
80.
Peningkatan Persentase salinan Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu < 100%
Efektivitas putusan yang Jumlah putusan U
gengeiolagn disampaikan kepada
e para pihak tepat Laporan
Perkara. 1k Catatan : Bulanan
waktu. : : : _
¢ SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Panitera dar
Putusan. Laporan
e Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah Takiiias
salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan
ketentuan.
* Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
Memngkatnya a. Persentase perkara Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan x 100%
Akses Peradilan prodeo yang Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo
bagi Masyarakat diselesaikan.
Miski Laporan
iskin dan ;
. . Catatan : Bulanan
Terpinggirkan. e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum e
) : : : anitera dan
Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. L
e Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman it
Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tahunan
adalah pembebasan biaya perkara.
* Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo
termasuk prodeo murni.

1




SAS. INDIKATOR KINERJA PENANGGUN MBER
NO AIRAN e e PENJELASAN B
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
e Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak
perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.
b. Persentase pencari

keadilan golongan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x 100%

mendapat layanan Jumlah permohonan layanan hukum

bantuan hukum Laporan

(Posbakum). Catatan : Bulanar

* PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Pifitera Ty
bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

* Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tuidak Laporan
mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi Tahunan
konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum

¢ Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada
register Posbakum.

e Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan
dalam IKU nya pengadilan.

4. | Meningkatnya Persentase putusan
Kepatuhan perkara TUN yang Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti x100%
- v s Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT
Terhadap Putusan | ditindaklanjuti. Laporan
Pengadilan. Babitban s Bulanan

e BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. Panitera dan

* Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan Laporan

perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh Tahunan

tergugat.
* Junmlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan
hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.

12




REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA LINGKUNGAN PERADILAN MILITER

SAS INDIKATOR KINERJA PEN UNG MBER
NO ARAN NDIKA KI PENJELASAN ANGG SU
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
o Terwqjudnya - PersenFase pe_rkara Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu =
Peragdﬂan yang yang diselesaikan Jumlah Perkara yang diselesaikan x 100%
Pasti, Transparan tepat waktu.
dan Akuntabel. Catatin &
e SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Labatai
Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Bulfanan
(Empat) Lingkungan Peradilan. .
, . . : Panitera dan
* Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka
; Laporan
waktu penyelesaian pada SIPP. Tah
* Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang AL
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2
Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
¢ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
e Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas.
b. Persentase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
, x100%
yang Tidak Jumlah Perkara yang diselesaikan Laporan
Mengajukan Upaya Bulanan
H nding. i
ukum Banding Calbabas Panitera dan
* Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Laporan
jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding. Tahunan

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.
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SASARAN INDIKA KINERJA PENANGGUNG | SUMBER
NO ik PENJELASAN
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
C. Persen_tase perkara Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi o
yang Tidak Jumlah Perkara yang diselesaikan x100%
IIEI/IeEgaJuII{{an Qpaya Laporan
UKUIm Kasasi.
Catatan : T Bulanan
* Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah dan
jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. Laporan
¢ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan Tahunan
diminutasi pada tahun berjalan.
e Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang
diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama.
. Index persepsi
stakeholder yang puas Index Kepuasan Stakeholder
terhadap layanan Laporan
1 : emestera
peradilan. Catatan: Panitera dan | R
* PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Sekretaris 1,
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. dan
* Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > Tahunan
80.
* Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.
2. Peniqgl_«:atan Persentase salinan Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waketu % 100%
Efektivitas putusan yang Jumlah putusan v
genge}olagn disampaikan ke para
enyelesalan .
ihak tepat waktu.
Perkara. P p Catatan : Laporan
* SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Bulanan
Putusan. Panitera dan
¢ Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan Laporan
putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (penyidik POM) dan Ankum Tahunan

sesuai dengan ketentuan.

Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan.

Papera : Perwira Penyerah Perkara.
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SASARA IND TOR KINERJA PEN UNG | SUMBER
NO A RAN g psad PENJELASAN itk S
KINERJA UTAMA JAWAB DATA
e Odmil : Oditur Militer.
e PM : Polisi Militer.
* __Ankum : Atasan yang berhak menghukum.
3. Menlngkatnya Persenjcase pe.rkara Jumlah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung pengadilan x 100%
Akses Peradilan yang diselesaikan Jumlah Perkara yang diajukan dirensidkan diluar gedung pengadilan
bagi Masyarakat diluar gedung
g : Laporan
Miskin dan pengadilan. ;
) i Catatan : Bulanan
Terpinggirkan. * PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi .
. : ; Panitera dan
Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. L
* Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang aporan
telah diputus diluar gedung pengadilan dalam rangka percepatan Tahunan

penyelesaian perkara.

* Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk

disidangkan (dirensidkan).
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